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ABSTRAK

Aminullah. “UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (Analisis Pandangan
Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.l. Yogyakarta.” Tesis. Yogyakarta:
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Pendewasaan usia pernikahan (PUP) merupakan program BKKBN yang telah
diluncurkan mulai tahun 2010. Program tersebut berkaitan dengan batas minimal usia
pernikahan, yaitu 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun pria. Tujuan program ini adalah
memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga,
mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga,
kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan
jarak kelahiran. Permasalahannya adalah PUP berbenturan dengan Undang-Undang
perkawinan Nomor 1tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas usia perkawinan wanita
adalah 16 tahun dan untuk pria adalah 19 tahun. Untuk itu bagaimana sebenarnya
implementasi program PUP di dalam masyarakat khususnya di daerah Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan ketentuan Program (PUP) Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di wilayah kota Yogyakarta.
Untuk kemudian memetakan pandangan Tokoh Agama Yogyakarta terhadap PUP BKKBN di
wilayah D.l. Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa
studi dokumen, pengamatan, dan wawancara. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan
(field research). Sifat penelitiannya adalah deskriptif dan preskriptif. Pendekatan yang
digunakan adalah normatif sosiologis. Sedangkan analisis datanya berupa analisis data
kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang
ditetapkan dalam Program (PUP) adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.
Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun
perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga; 2) Masih adanya klausal
dalam Undang-undang Perkawinan, bahwa anak perempuan diperbolehkan kawin dengan usia
16 tahun menjadikan praktek perkawinan usia dini legal secara hukum, meskipun diperlukan
surat izin dari orang tua. Selain itu faktor mindset orang tua yang salah tentang perkawinan,
norma budaya dan agama yang tidak melarang perkawinan sebelum usia 18 tahun menjadikan
merembaknya praktek perkawinan usia dini. Untuk itu perlu adanya campur tangan tokoh
agama — sebagai seseorang yang dipercaya dan dihormati di kalangan masyarakat — dalam
mensosialisasikan PUP; 3) Menurut para narasumber, program PUP ini berkaitan dengan
h}ifz| al-nasl, artinya merealisasikan keluarga yang sejahtera. Kemudian h}ifz| al-nafs, yang
cenderung kepada menjamin hak-hak dalam kesehatan (psikis dan badan) dan reproduksi yang
sesuai. Kemudian menjamin hak-hak pemuda dalam semangat mengakses ilmu pengetahuan
pada masa mereka, ini berkaitan dengan h}ifz| al-‘aql. Terakhir adalah berkaitan dengan
h}ifz] al-ma>l, untuk mencegah bertambahnya kesenjangan sosial yang disebabkan
ketidaksiapan pernikahan di bawah umur. Para nara sumber, walaupun ada perbedaan
argumen dan kesamaan, akan tetapi intinya ada pada satu titik, yaitu kemaslahatan
masyarakat.

Kata kunci: Pandangan Tokoh Agama, Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP),
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22
Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

- ba’ b be

O ta’ t te

& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z jim i je

z ha h ha (dengan titik di bawah)
z kha kh ka dan ha

2 dal d de

3 zal 2 zet (dengan titik di atas)
D ra’ r er

J zai z zet

o sin S es

o syin sy es dan ye
o= sad S es (dengan titik dibawah)
o= dad d de (dengan titik dibawah)
3% ta’ t te (dengan titik dibawah)
L za’ z zet (dengan titik dibawah)
& ‘ain ‘ koma terbaik di atas

¢ gain g ge

s fa’ f ef

3 gaf q qi

< kaf k ka

J lam I el

N mim m em

g nun n en

5 wawu w we

° ha’ h ha

3 hamzah ‘ apostrof

¢ ya’ y ye




B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

(plaztia ditulis muta’aqqidin
Bac ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
i ditulis hibbah
L ditulis jizyah

(ketentua ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

el 5 Y4l S

ditulis

karamah al-auliya’

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t.
| hill 3 185 | ditulis | zakatul fitri |
D. Vokal Pendek
kasrah ditulis i
fathah ditulis a
dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis a
s s ditulis jahiliyyah
fathah + ya’ mati ditulis a
N ditulis yas’a
kasrah + ya’ mati ditulis 1
o S ditulis karim
dammah + wawu mati ditulis u
Ua g A ditulis furad
F. Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati ditulis ai
ASin ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
J s ditulis gaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof



3
we

Al ditulis a’antum
e ditulis u’idat
A SE oAl ditulis la’in syakartum
H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti Huruf Qamariyah
ol ditulis al-Qur’an
o Ll ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)-nya.

s Laudl
M\

ditulis
ditulis

as-Sama’
asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

oa s Al g
dad) J) Jal

ditulis
ditulis

zawl al-firtd
ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan di Indonesia sampai saat ini masih menarik
dijadikan topik kajian, baik dalam ranah akademis ataupun praksis, misalnya
masalah batas usia perkawinan. Hal ini tentunya sangat wajar, mengingat
persoalan perkawinan bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup individu
saja, namun juga menjadi tumpuan harapan kolektif untuk membentuk
keluarga yang bahagia selamanya. Perkawinan yang semula hanya perpaduan
dua insan, secara sosiologis, juga dapat menjadi sarana pemersatu keluarga
yang utuh dan menyatu.! Perkawinan pada tahap selanjutnya, dengan segala
akibatnya juga berkaitan erat dengan permasalahan agama, hukum? dan sosial.

Batas usia perkawinan dalam perkembangan fikih klasik umumnya
ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh,®
seperti sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dengan tanda-tanda ihtilam dan
haid pada wanita umur 9 tahun.* Terpenuhinya kriteria baligh ini,

memungkinkan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Baligh memang

! Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan | (Dilengkapi Perbandingan UU Negara
Muslim Kontemporer) (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), 19.

2 Konteks Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¥ Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, cet. ke-3, ed. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 96.

* Salim Bin Samir al Hadramy, Safinah an Najah (Surabaya: Dar al ‘Abidin, tth), 15-16.



diidentikkan dengan kedewasaan,” namun dalam praktiknya, tanda-tanda
umum tersebut, juga dapat dipengaruhi lingkungan, geografis dan sebagainya.®
Pada perkembangan yang lain, kriteria baligh sebagai ukuran kedewasaan ini
tidak selalu bersifat kaku, artinya jika perkawinan pasangan adalah kebutuhan
mendesak atau sebagai perwujudan metode sadd al-zari’ah demi menghindari
kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar,” maka hal itu dapat
dilakukan demi kemaslahatan.

Beralih kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, terdapat beberapa aturan umum terkait masalah usia perkawinan.
Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah prinsip kematangan
calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan
batasan umur perkawinan. Sebut saja Pasal 7 ayat (1) UUP? yang menyatakan
bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ini artinya pada usia
tersebut, baik pria maupun wanita, diasumsikan telah mencapai usia minimal
untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya.

Penetapan batas usia perkawinan pada dasarnya bertujuan demi

kemaslahatan umum dan kebaikan calon mempelai sebagaimana tertuang

> Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid I, cet. ke-3 (Jakarta: Prenada Media, 2008), 394.

® Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, llmu Figh Jilid 1l (Jakarta:
Departemen Agama, 1985), 3-4.

" Ahmad Rofig, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media,
2001), 78.

® pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: (1)
Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.



dalam penjelasan umum UUP Nomor 4 huruf (d)° yaitu prinsip calon mempelai
harus masak jiwa raganya. Realitas yuridis ini jika dikaitkan dengan masalah
kependudukan maka semakin kompleks. Maksudnya demi mewujudkan tujuan
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat
keturunan yang baik, maka pernikahan dengan segala akibatnya juga harus
diatur sesuai dengan wawasan kependudukan seperti mencegah pernikahan dini
dan peledakan jumlah penduduk.

Mekanisme demikian juga dipertegas dalam Pasal 6 ayat (2) UUP®
yang menyebutkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun
untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat izin kedua orangtua. Dalam
Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** (selanjutnya disebut KHI) disebut
bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya
boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan
dalam UUP.

Pada tahun 1983 muncul Instruksi Mendagri nomor 27 tahun 1983
tentang usia perkawinan. Instruksi ini muncul dalam rangka mendukung

program kependudukan dan keluarga berencana dengan memberi penegasan

% Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Himpunan Peraturan Perundang-
undangan Perkawinan (Jakarta: Kemenag, 2010), 37.

10 pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Untuk
melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus
mendapat izin kedua orang tua. Lihat juga term dewasa dalam, 1) Undang-undang Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak: kategori anak-anak adalah orang yang masih di bawah usia 18
tahun, 2) Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, dan 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).

1 |jhat Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Untuk kemaslahatan keluarga
dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur
yang ditetapkan dalam Pasal 7 UUP yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan
calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.



bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di
bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria. Bahkan periode
ini mencerminkan adanya hubungan erat UUP dan KHI dengan masalah
kependudukan. Adanya pembatasan umur perkawinan ini semata-mata
didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan
yang mereka langsungkan.*? Selain menghindari praktik pernikahan dini, juga
laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin sehingga program
keluarga berencana nasional dapat berjalan beriringan dengan implementasi
regulasi perkawinan yang ada.

Diskursus tentang usia perkawinan di Indonesia, sebagaimana yang
telah disinggung di atas, dinilai masih berkembang karena paradigma ukuran
dewasa/baligh dalam literatur fikih ternyata tidak sama dengan apa yang
tertuang di dalam UUP atau dalam perkembangan di masyarakat. Sementara
itu, jika peraturan tentang batas usia perkawinan dilihat sebagai salah satu
sistem hukum, sebagaimana yang dikemukakan Friedmann, terdapat
keterkaitan tiga sistem hukum yang saling bergerak dalam proses pelembagaan
hukum, yaitu: 1) struktur hukum (legal structure) yang menyangkut isi dari
norma/aturan hukumnya, 2) substansi hukum (legal substance) yang
menyangkut sarana dan prasarana hukumnya, dan 3) budaya hukum (legal
culture) yang terkait perilaku taat dan sadar hukum baik masyarakat maupun

pemerintah.™® Dengan demikian, maka tampak batas usia perkawinan di dalam

12 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,
2006), 11.

B Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim
(Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), 11.



ranah hukum positif sangat terkait dengan substansi serta budaya hukum dalam
masyarakat.

Konteks kekinian, batas usia perkawinan juga mengalami perubahan
seiring dinamika masyarakat. Salah satu bukti adalah gagasan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (selanjutnya disebut
BKKBN) dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (selanjutnya disebut
PUP). PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan
pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-
laki.*

Salah satu alasan program PUP ini mengatakan bahwa, masa reproduksi
di bawah 20 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan
kehamilan. Dalam usia ini seorang remaja dianggap masih dalam proses
perkembangan fisik, psikis dan masa pertumbuhan yang berakhir pada usia 20
tahun. Alasan ini menganjurkan perempuan menikah pada usia 20 tahun, jika
di bawahnya maka dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian yang
timbul selama proses kehamilan dan persalinan,”® dengan kata lain,
mengancam hak-hak reproduksi seorang wanita. Ini menandakan terdapat
tantangan dan proyeksi UUP terkait masalah usia perkawinan ke depannya.

Gagasan program PUP BKKN ini merupakan implementasi

pembangunan keluarga di Indonesia. Selain meminimalisir angka pernikahan

% Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan
dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia, cet. ke-2 (Jakarta: Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010), 19.

5 Direktorat Bina Ketahanan Remaja, Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan dan
Pembinaan Keluarga Remaja, cet. ke-2 (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN), 2012), 11.



dini dan menyiapkan kualitas generasi bangsa juga mengontrol laju angka
penduduk. PUP bertujuan memberikan pengertian dan kesadaran kepada
remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan
berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik,
mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan
jarak kelahiran.*® Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan kepada
keluarga yang mempunyai remaja agar mengasuh dan membina remaja sebagai
generasi penerus yang bertanggung jawab, berakhlak, dan berperilaku sehat
yang mana semua pihak memiliki peran dan tanggungjawab dalam
mewujudkan keluarga yang berkualitas.

PUP dan kontribusinya bagi masyarakat membutuhkan pengakajian
yang mendalam sebagai sebuah program. Walaupun dianggap mempunyai nilai
penting terhadap perubahan sosial, namun mengenai substansinya, program
PUP BKKBN ini paling tidak memunculkan beberapa pertanyaan mendasar
yakni bagaimana realisasi program ini, bagaimana interelasi yang terjalin
antara BKKBN dengan para pihak terkait dan bagaimana pandangan tokoh
agama®’ terhadapnya.

Ketiga hal ini berdampak pada kelayakan dilakukannya penelitian,
karena di dalam struktur sosial kemasyarakatan memastikan adanya interaksi di

mana setiap individu memerankan atau melibatkan suatu peran dengan status

Ibid., 13.

7 Tokoh dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia merupakan persamaan dari karakter. Tokoh
mempunyai ciri-ciri menonjol yang membedakan satu tokoh dengan tokoh yang lainnya, ciri-ciri
khas setiap tokoh dapat ditelusuri dari apa yang dilakukan dalam menghadapi setiap masalah, apa
yang diucapkan, apa yang dipikirkan, bagaimana perasaanya serta apa yang dikatakan tokoh lain
terhadap dirinya. Ensiklopedi Nasional Indonesia (PT. Cipta Adi Pustaka, 1991), 378.



yang dimiliki atas dasar nilai dan norma yang disepakati, sehingga membentuk
suatu pranata (institusi).'® Atas dasar inilah, pandangan tokoh Agama terhadap
PUP BKKBN akan diteliti kemudian dianalisis sehingga dapat memberikan
jawaban sistematis terkait bagaimana urgensitas program PUP BKKBN
tersebut dengan harapan mampu memberikan wacana atau legal opinion demi
berjalannya pembangunan dan pengembangan hukum perkawinan nasional ke

depan.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di wilayah D.I.
Yogyakarta?

2. Bagaimana pandangan Tokoh Agama kota Yogyakarta terhadap Program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) di wilayah D.l. Yogyakarta?

. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Mangacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

tujuan penelitian ini adalah:

18 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 261.



. Untuk menjelaskan bagaimana ketentuan Program Pendewasaan Usia
Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) di wilayah D.I. Yogyakarta.
. Untuk mengetahui sekaligus memetakan pandangan Tokoh Agama kota
Yogyakarta terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di wilayah D.lI.
Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam Program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) di wilayah D.l. Yogyakarta.
. Memberikan peta pandangan Tokoh Agama D.l. Yogyakarta dalam Program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) wilayah D.I. Yogyakarta.
. Bagi peneliti dan akademisi yang akan melakukan penelitian yang berkaitan
dengan PUP, bisa melihat hasil penelitian ini sebagai pandangan umum
tentang PUP di wilyalah D.l.Yogyakarta.
. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana hukum atau
legal opinion demi berjalannya pembangunan dan pengembangan hukum

perkawinan nasional.



D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat beberapa karya tulis dengan
topik terkait, baik dalam tataran diskursus maupun hasil penelitian empirik
terhadap praktik perkawinan berbasis umur. Pertama, pada tahun 2010, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerbitkan buku
“Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja
Indonesia” yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pembina,
pengelola dan remaja tentang Hak-hak Reproduksi Remaja dan Pendewasaan
Usia Perkawinan (PUP).

Secara deskriptif, buku ini memberikan pengertian bahwa Pendewasaan
Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada saat
perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun
bagi laki-laki. Sedangkan hak reproduksi remaja, termasuk hak atas kebebasan
dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi dan lainnya, merupakan
bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan
dilindungi keberadaannya, sehingga pengekangan terhadap hak reproduksi
berarti pengekangan terhadap hak asasi manusia. Titik tolak kongkret kedua
pengertian ini berasal dari pemahaman bahwa PUP bukan sekedar menunda
perkawinan sampai usia tertentu saja, juga mengusahakan agar kehamilan

pertama (hak reproduksi) terjadi pada usia yang cukup dewasa.®

9 Materi argumentasi PUP dalam buku ini mengajukan perlunya pendewasaan usia
perkawinan dilihat dari aspek perencanaan keluarga, kesiapan ekonomi keluarga, kematangan
psikologi dan perspektif agama. Lihat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia,
cet. ke-2 (Jakarta: Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, 2010), 9, 19 dan 47.
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Kedua, Penelitian Andi Sjamsu Alam yang berjudul “Usia Perkawinan
dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan
Hukum Perkawinan Indonesia.” Dengan pendekatan filosofis, menemukan
bahwa ketentuan usia perkawinan sebagaimana termaktub dalam UUP
mengidap persoalan yang tidak mudah diselesaikan. Indikasi problematis usia
perkawinan yang paling menonjol muncul ketika dihadapkan pada pasal 7 ayat
(2) tentang “dispensasi kawin” yang mana wewenang yuridis untuk keperluan
itu diberikan kepada pengadilan dinilai mengurangi sakralitas perkawinan.

Penelitian ini membahas pembedaan usia perkawinan dalam UUP
dianggap membakukan peran dan status antara suami-istri dalam pola relasi
yang tidak seimbang, dan pada akhirnya mendiskriminasikan wanita. Oleh
karena itu, kesetaraan dari segi usia ideal adalah masing-masing calon
pengantin berada pada usia 21 tahun, dengan pertimbangan psikologis,
sosiologis, dan kesehatan. ldealisasi usia perkawinan pada usia 21 tahun ini
merupakan bagian yang sangat signifikan dalam merekonstruksi pemikiran
Hukum Perkawinan di Indonesia.

Sebagai bentuk kontribusi konseptual, filsafat hukum memandang usia
perkawinan ideal sebagai aspek genuine dalam membangun rumah tangga,
sebagai contoh faktor kematangan psikologis dapat mengeliminasi
kecenderungan konflik (broken home). Pengaturan hukum perkawinan dengan
ketentuan usia 21 tahun akan menjamin terpeliharanya sumber daya manusia.

Tegasnya adalah menikah pada usia 21 tahun akan terbangun keluarga sehat



11

yang akan melahirkan generasi yang berkualitas, tidak hanya dari segi lahiriah
tapi juga dari segi batiniah.?

Ketiga, terkait praktik perkawinan berbasis umur, penelitian dalam
bentuk Tesis berasal dari Hotnidah Nasution dengan judul “Pernikahan Dini
dan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan).” Dengan
menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan pendekatan normatif,
hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 4.691 kasus perceraian dari
tahun 1999 hingga 2002 yang diselesaikan oleh hakim Pengadilan Agama
Jakarta Selatan. Kasus-kasus tersebut ternyata disebabkan oleh faktor-faktor
seperti poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, tidak ada
tanggung jawab, ekonomi, pernikahan dini, penganiayaan, cacat biologis,
politis, dihukum, gangguan pihak ketiga dan tidak adanya keharmonisan.

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan tersebut, maka
pernikahan dini bukanlah alasan yang signifikan untuk melakukan perceraian.
Hal ini dibuktikan dengan alasan-alasan seperti tidak adanya tanggung jawab
yang menduduki jumlah tertinggi (1512 perkara, 32,23%), disusul dengan
tidak adanya keharmonisan (1095 perkara, 23.34%). Dengan demikian tidak

sepenuhnya benar bahwa perkawinan dini selalu identik dengan perceraian,

0 pokok masalah yang diajukan dalam penelitian ini: 1) Apa landasan filosofis perkawinan,
2) Bagaimana fungsi filsafat hukum dalam konteks perkembangan hukum dan masyarakat, 3)
Bagaimana analisis filsafat hukum terhadap eksistensi ketentuan usia perkawinan dalam Hukum
Perkawinan Indonesia, dan 4) Apa makna usia perkawinan menurut idealisasi filsafat hukum dan
kontribusinya bagi pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia. Lihat Andi Sjamsu Alam, “Usia
Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum
Perkawinan Indonesia,” Disertasi, Program Doktoral Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.
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meskipun tidak dipungkiri bahwa perkawinan dini dianggap sebagai salah satu
pemicu perceraian.”!

Keempat, penelitian Siti Faiyah berjudul “Pernikahan di Bawah Umur
(Studi Kasus di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa
Tengah Tahun 2005-2008).” Penggunaan pendekatan sosiologis dalam
penelitian ini, mengahasilkan kesimpulan bahwa, 1) faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur masyarakat Desa Tracap,
Kaliwiro, Wonosobo adalah kebiasaan yang telah dilakukan secara turun
temurun, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pengetahuan hukum dan
orangtua yang tidak menghendaki pergaulan bebas, dan 2) tanggapan dan
implementasi masyarakat dalam melaksanakan UUP adalah tidak melarang
adanya perkawinan di bawah umur dengan alasan pernikahan merupakan
sarana untuk menghindari perbuatan zina walaupun sebagaian masyarakat ada
yang tidak setuju dengan perkawinan dini dengan alasan pernikahan itu harus
ada kesiapan lahir dan batin.?

Kelima, penelitian Siti Malehah berjudul “Dampak Psikologis

Pernikahan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam

! pokok Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tingkat
perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 2) Apakah faktor pernikahan dini
bisa menyebabkan perceraian, 3) Bagaimana kasus perceraian yang disebabkan oleh pernikahan
dini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan 4) Bagaimana solusi yang dapat di gunakan untuk
menyelesaikan persoalan perceraian akibat pernikahan dini, Lihat Hotnidah Nasution, “Pernikahan
Dini dan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan),” Tesis, Program
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.

22 Pokok masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat di Desa Tracap Kecamatan
Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, 2) Bagaimana tanggapan dan implementasi masyarakat Desa
tersebut terhadap pembatasan umur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan. Lihat Siti Faiyah, “Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Tracap
Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Tahun 2005-2008),” Skripsi, Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
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(Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo).
Dengan pendekatan psikologis, penelitian ini menemukan bahwa pernikahan
dini di Depok berawal dari latar belakang kebiasaan budaya masyarakat yang
turun temurun. Dampak yang dirasakan bagi pelaku Pernikahan dini adalah
cemas dan stress. Sebagai wujud kepedulian terhadap warga Depok sekaligus
sebagai solusi untuk mencegah maraknya pernikahan dini di sana, KUA
setempat mengadakan bimbingan penyuluhan yang ditujukan pada orangtua
dan remaja dengan alasan orangtua dianggap sebagai pihak yang sangat
berpengaruh terhadap maraknya pernikahan dini.?®

Keenam, penelitian di lingkungan Pengadilan Agama berasal dari
penelitian Abdurrohman berjudul “Analisis terhadap Pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan Dispensasi Kawin bagi
Perkawinan di Bawah Umur.” Dengan menggunakan pendekatan normatif,
penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme proses penetapan dispensasi
kawin melalui persidangan antara lain dengan: 1) persidangan terbuka untuk
umum, 2) nasehat Hakim kepada pemohon untuk menunda perkawinan sampai
cukup umur menurut UUP, 3) keterangan alasan calon mempelai, 4)
pembuktian dengan surat dan saksi, 5) musyawarah majelis hakim dan, 6)

pembacaan amar penetapan.

% Pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah dampak psikologi
pernikahan dini di Desa Depok Kecamatan Kalibawang, 2) Bagaimanakah solusi pernikahan dini
di Desa Depok Kecamatan Kalibawang. Lihat Siti Malehah, “Dampak Psikologis Pernikahan Dini
dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Studi Kasus di Desa Depok
Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo),” Skripsi, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam
Negeri Walisongo Semarang, 2010.
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Adapun pertimbangan hakim PA Purworejo dalam menetapkan
dispensasi kawin yaitu: a) kesiapan dan kesungguhan calon mempelai baik
kesiapan fisik pria untuk mencari nafkah dan wanita untuk mengurus rumah
tangga, b) kesiapan psikis yaitu kesiapan mental, pikiran dan kondisi kejiwaan
calon mempelai dalam melaksanakan tanggung jawab keluarga, c) kesiapan
administratif yaitu kesiapan mengikuti proses administrasi persidangan
penetapan dispensasi kawin, d) kesiapan ekonomi yaitu kesiapan
mensejahterakan keluarga, e) persetujuan kedua calon mempelai dan orang
tua/wali sebagai bukti tidak ada unsur paksaan melakukan perkawinan, f) unsur
keadaan mendesak, meliputi alasan hamil di luar perkawinan, penetapan hari
dan tanggal perkawinan dan kekhawatiran calon mempelai akan kemudaratan
seandainya dispensasi kawin tidak dikabulkan.*

Demikianlah penelusuran kajian pustaka yang telah dilakukan. Atas
dasar pertimbangan terhadap beberapa tulisan di atas, maka kesimpulannya
adalah, penelitian sebelumnya belum ada yang menyentuh ranah BKKBN
sebagai salah satu pemangku otoritas masalah kependudukan. Oleh karena itu,
berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan memfokuskan
kajian pada realitas PUP BKKBN dan mengembangkannya sebagai wacana

dalam pembangunan hukum nasional.

? pokok Masalah dalam penelitian ini, 1) Apa alasan pemohon mengajukan permohonan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purworejo. 2) Apa pertimbangan yang dijadikan dasar
Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam penetapan dispensasi kawin. Lihat, Abdurrohman,
“Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Penetapan
Dispensasi Kawin bagi Perkawinan di Bawah Umur,” Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo
Semarang, 2009.
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E. Kerangka Teoretis

Berangkat dari rumusan masalah dan pendekatan masalah yang telah
dikemukakan, maka kerangka teoretis yang dibangun dalam penelitian ini
terbagi menjadi dua bagian penting yaitu teori normatif dan sosiologis. Teori
normatif digunakan sebagai pisau analisis untuk mengurai persoalan usia
perkawinan dalam diskursus perkembangan fikih, hukum positif dan dinamika
sosial kekinian, sedangkan teori sosiologis digunakan untuk memaknai
program PUP beserta pandangan dan respons terhadapnya.

Pertama, sebagaimana latar belakang masalah di atas, maka pengkajian
masalah usia perkawinan meliputi dimensi agama, hukum dan sosial. Sebagai
dimensi agama (baca: fikih), pada hakikatnya ia adalah tatanan norma religio-
legal Islam untuk menata kehidupan manusia baik individual maupun kolektif.
Sebagaimana Prof. Syamsul Anwar merumuskan, fikih adalah sebagai norma
yang merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang amat penting bagi
umat Islam. Sebagian dari ketentuan dan norma fikih itu ada yang sangat
individual sifatnya sehingga penerapannya sangat tergantung kepada individu
bersangkutan, ada pula norma-norma yang menyangkut kehidupan kolektif
dalam pengertian mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Norma-norma
sosial yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan ini ada yang
penegakannya cukup diserahkan kepada masyarakat itu sendiri dan ada pula

yang penegakannya harus dilaksanakan oleh suatu kekuasaan politik. Inilah
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yang disebut kanun, seperti undang-undang hukum keluarga di berbagai negara
Muslim dan bidang-bidang lain yang diatur dalam hukum negara.?

Persoalan peraturan usia perkawinan dalam skala pembangunan hukum
nasional, membutuhkan keterlibatan semua pihak demi terciptanya hukum
yang sesuai dengan cita-cita bersama dan terhindar dari kesenjangan. Pada titik
ini, walaupun masalah batas usia perkawinan yang diatur dalam UUP belum
mengalami perubahan, namun tuntutan terhadap pendewasaan usia perkawinan
berubah seiring perkembangan masyarakat. Ini menandakan bahwa masyarakat
membutuhkan kepastian hukum yang mampu diwujudkan dalam naskah yang
tertulis.

Tradisi pemikiran Islam kontemporer terkait upaya perumusan hukum,
dikenal beberapa langkah. Langkah pertama biasanya menggunakan penalaran
dan metode doktriner-normatif-deduktif, yang berupa penyimpulan hukum
dengan cara melakukan analisis dan interpretasi makna ayat-ayat al-Qur’an dan
redaksi hadist yang umumnya tidak dikaitkan dengan realitas sosial yang
dihadapi masyarakat. Sementara langkah kedua, yaitu menggunakan penalaran
dan metode empiris-historis-induktif, yang melibatkan dan
mempertimbangakan realitas sosial (yang disimpulkan dari hasil penelitian)
sebagai dasar penyimpulan hukum dari ayat-ayat al-Qur’an dan redaksi hadist,

sehingga hukum yang dihasilkan dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.

% Lihat Paradigma fikih kontemporer: Mencari Arah baru telaah hukum Islam. Pernah
diterbitkan dalam Jurnal Islam Futura, Banda Aceh dalam Syamsul Anwar, Metodologi Hukum
Islam (Yogyakarta: ttp, tth), 1.

% Agus Moh. Najib, Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi
Pembentukan Hukum Nasional, (Jakarta: Kemenag RI, 2001), 16.
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Menurut Agus Moh. Najib, dua langkah dan metode ijtihad tersebut di
atas sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Dominasi metode bercorak deduktif dan mengabaikan yang induktif akan
melahirkan produk hukum yang bersifat kaku dan hanya bersifat ideal
mengenai apa yang seharusnya (das sollen) namun terlepas dari realitas sosial
yang dihadapi masyarakat (das sein).?’

Sebaliknya, dominasi metode yang bercorak induktif dan mengabaikan
yang deduktif akan melahirkan produk hukum yang positivis dan gersang
karena ukurannya hanya realitas sosial yang empiris dan tidak menempatkan
teks wahyu sebagai titik berangkat dalam menganalisis persoalan hukum.
Dengan demikian, metodologi ijtihad dalam menyimpulkan hukum Islam
seharusnya melibatkan dan mengkombinasikan dua langkah di atas, baik

metode yang bercorak deduktif maupun induktif,?

sehingga metodologi
tersebut tidak hanya memiliki koherensi dan penalarannya yang argumentatif,
sistematis, dan konsisten, tetapi juga berkoresponden dengan realitas
masyarakat yang akan diterapi hukum.

Kedua, dalam dimensi hukum dan perubahan sosial, peraturan usia
perkawinan juga merupakan salah satu produk hukum yang mana sangat terkait
dengan sistem hukum yang hidup di sebuah negara. Hal yang disebut terakhir
ini, Friedman mengatakan terdapat keterkaitan tiga sistem hukum yang saling

bergerak dalam proses pelembagaan hukum, yaitu: 1) struktur hukum (legal

structure) yang menyangkut isi dari norma/aturan hukumnya, 2) substansi

2 bid., 17
28 |bid.
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hukum (legal substance) yang menyangkut sarana dan prasarana hukumnya,
dan 3) budaya hukum (legal culture) yang terkait perilaku taat dan sadar
hukum baik masyarakat maupun pemerintah.?® Dengan demikian peraturan
usia perkawinan sangat terkait dengan budaya masyarakat dalam mentaati
hukum.

Eugen Ehrlich dengan teorinya pernah menegaskan bahwa ide dasar
pembentukan hukum adalah masyarakat. Semua hukum positif berakar dalam
suatu hukum fundamental masyarakat. Hukum fundamental adalah apa yang
menguasai seluruh hidup bersama. Hidup bersama pada masyarakat modern
dikuasai oleh solidaritas sosial dan solidaritas sosial merupakan hukum
fundamental masyarakat sekarang.*

Secara empiris, juga dapat dijelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam
masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara (state law), juga
berwujud sebagai hukum agama (religious law), dan hukum kebiasaan
(customary law). Sedangkan secara antropologis, bentuk mekanisme-
mekanisme pengaturan sendiri (inner order mechanism atau self-regulation)
dalam komunitas masyarakat, juga merupakan hukum yang secara lokal

berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial.**

2 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim
(Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), 11.

% Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 2001),
213.

31 F. von Benda-Beckmann, “From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of
Complex Societies”, dalam Antropologi Indonesia, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya, no.
47, tahun xiii, FISIP Ul, Jakarta, 1989, 67-75.
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Sebuah instansi atau alat kebijakan negara jika dipahami sebagai
“pemangku otoritas,” sebagaimana dalam teori otoritas Abou El Fadl,** maka
ia menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberinya kekuasaan untuk
mengeluarkan perintah dan arahan. Seseorang yang memangku otoritas
dipatuhi orang lain dengan cara menunjukkan simbol-simbol otoritas yang
memberi pesan kepada orang lain bahwa mereka berhak mengeluarkan
perintah atau arahan. Dalam hal ini tidak dikenal adanya “ketundukan atas
keputusan pribadi,” karena seseorang bisa saja berbeda pendapat dengan orang
yang memangku otoritas, namun ia tidak memiliki pilihan lain kecuali
mentaatinya. Kesadaran pribadinya tidak terpengaruh oleh kedudukannya
kepada mereka yang memangku otoritas. Alasannya sederhana, yaitu bahwa
kesadaran individu dipandang tidak relevan karena adanya pengakuan bahwa
mereka yang memangku otoritas harus ditaati. Singkatnya, Kita boleh tidak
sependapat dengan sebuah perintah, tapi bagaimanapun kita harus mentaatinya
karena kita telah mengakui otoritas orang tersebut.®

Tokoh agama dalam hal ini sebagai salah satu kunci perubahan sosial,
ia juga dapat disebut dengan “pemegang otoritas,” yang mana dalam teori
otoritas melibatkan sebuah semangat yang berbeda. Seseorang dapat

meninggalkan pendapat pribadinya karena tunduk pada pemegang otoritas

%2 Dengan meminjam terminologi Richard Friedman, Abou El Fadl membedakan antara

“memangku otoritas” (being in authority; berada di dalam kekuasaan) dan “memegang otoritas”
(being anauthority; keberadaan kekuasaan). Menurut Friedman sebagaimana dikatakan Abou el
Fadl, “memangku otoritas” diartikan suatu otoritas didapatkan dengan jabatan struktural dan
cenderung memaksa kepada orang lain untuk menerima otoritas tersebut. Sedangkan “pemegang
otoritas” adalah suatu otoritas yang didapatkan tanpa jabatan struktural dan paksaan, melainkan
karena kapabilitas dan akseptabilitas seseorang yang akhirnya memunculkan kesadaran orang lain
untuk menerimanya. Lihat Khaled M. Abou El Fadl, Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke
Fikih Otoritatif (Jakarta: Serambi lImu Semesta, 2004), 37.

% |bid.
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yang dipandang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, atau pemahaman yang
lebih baik. Pengetahuan semacam inilah yang menjadi alasan ketundukan
orang awam terhadap ucapan-ucapan pemegang otoritas, meskipun ia tidak
memahami dasar argumentasi dari ucapan-ucapan tersebut. Dengan demikian,
perbedaan mendasar antara pemangku otoritas dan pemegang otoritas tersebut
adalah ketika ketundukan pada orang yang memangku otoritas maka
melibatkan ketundukan kepada jabatan atau kapasitas resmi seseorang,
sedangkan ketundukan pada seseorang yang memegang otoritas melibatkan
ketundukan pada seseorang yang dipandang memiliki keahlian khusus.**

Penelitian ini juga menggunakan teori magashid al-syari’ah. Menurut
al-Syatibi, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di
dunia dan di akhirat sekaligus. Maqashid al-syari’ah berarti tujuan Allah dan
Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat
ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan
logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat
manusia.®

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).*® Data
primer (sumber data utama) diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu: 1)

Ketentuan Program Pendewasaan usia Perkawinan (PUP) Badan

34 i
Ibid., 38.
% Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqgat fi Ushul al-Syari’ah, juz 2 (Beirut: Dar al-Ma’rifah,
1978), 6.
% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (PT. Raja Grafindo
Persada: 2004), 30.
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Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di wilayah kota
Yogyakarta, dan 2) Pandangan Tokoh Agama kota Yogyakarta terhadap
Program Pendewasaan usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) wilayah kota Yogyakarta. Kedua data
primer ini ini kemudian diperkaya dengan bahan bacaan yang ada (sumber
sekunder). Langkah pemilahan ini diperlukan untuk menjaga konsistensi
penyusun terhadap fokus masalah yang akan diteliti sekaligus dalam
memudahkan pembuatan laporan penelitian.
2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Cara
kerja dari sifat deskriptif berdasarkan karakteristik wilayah penelitian atau apa
yang terjadi di lapangan®” yaitu masalah ketentuan program PUP BKKBN
wilayah kota Yogyakarta dan pandangan Tokoh Agama terhadap program PUP
BKKBN wilayah kota Yogyakarta. Sedangkan penggunaan sifat preskriptif
digunakan untuk mengembangkan hasil temuan menjadi materi-materi hukum
sebagai tawaran dan kontribusi bagi pembentukan hukum nasional di
Indonesia,® dengan kata lain, ingin menguji sejauhmana urgensitas program

PUP BKKBN terhadap pembangunan dan pengembangan hukum nasional.

% Dilihat dari wujud dan sifatnya, wilayah penelitian dalam berbagai bidang Ilmu Agama

Islam, sekurang-kurangnya, dapat dipilah menjadi dua pilihan. Pertama, berupa ajaran, gagasan,
dan produk pemikiran. la bersifat ideal, normatif dan preskriptif. Kedua, berupa rangkaian
peristiwa, institusi, organisasi, dan pola perilaku dalam kehidupan umat Islam. la bersifat aktual,
empirik dan deskriptif. Lihat Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan rencana Penelitian Bidang
llmu agama Islam (Jakarta: Logos, 1998), 9.

%8 Agus Moh. Najib, Pengembangan Metodologi ..., 24.



22

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto seperti yang dikutip Amiruddin dkk,
terdapat tiga metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan
pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.>* Dalam
penelitian ini penyusun juga menggunakan ketiga metode tersebut, Pertama,
Peneliti mengumpulkan data tertulis, dokumen, buku atau referensi lain yang
sesuai dan mendukung penelitian ini. Kedua, peneliti melakukan observasi dan
pengamatan terhadap BKKBN dan Tokoh Agama wilayah D.l. Yogyakarta
terkait program PUP. Ketiga, peneliti melakukan interview atau wawancara
langsung kepada beberapa Tokoh Agama D.l. Yogyakarta terkait program PUP
ini.

Nara sumber interview pada penelitian ini adalah Dr. Phil. Ahmad
Norma Permata, S.Ag., M.Ag., Dr. H. Waryono, M.Ag.,dan KH. Ashari Abta.
Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.Ag. adalah Pimpinan Pusat
Muhammadiyah yang mengetuai Lembaga Pengembangan Cabang dan
Ranting Nasional. Di samping ketua struktural di pusat Muhammadiyah, beliau
juga seorang dosen dan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan Universitas
Aisyiah Yogyakarta (UNISA).

Nara sumber selanjutnya adalah Dr. H. Waryono, M.Ag. Beliau
memangku jabatan struktural di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta sebagai Wakil Rektor Il bidang kemahasiswaan. Selain jabatan

sturktural tersebut, beliau juga memegang jabatan struktural sebagai Wakil

% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode...., 67.
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Katib Syuriah PWNU Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu tokoh agama
yang aktif di daerahnya dan dihormati oleh masyarakat.

Nara sumber yang terakhir adalah KH. Ashari Abta adalah pengasuh
Pondok Pesantren Tegal Sari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Beliau juga
menjabat sebagai Syuriah PWNU Y ogyakarta.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-
sosiologis.®® Pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri sekaligus
mengurai persoalan batas usia perkawinan dan program PUP BKKBN baik dari
perundang-undangan yang berlaku maupun sumber literatur yang terkait.
Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui sekaligus
memaknai ketentuan program PUP BKKBN dan pandangan Tokoh Agama
terhadap program PUP. Berangkat dari kedua pendekatan inilah diharapkan
mampu memberikan analisis sistematis tentang urgensitas program PUP
BKKBN sekaligus memberikan wacana atau legal opinion demi berjalannya
pembangunan dan pengembangan hukum perkawinan nasional.

5. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis data kualitatif menggunakan kerangka berpikir* deduktif-induktif.

%0 Atho’ Mudzhar membagi penelitian hukum Islam menjadi penelitian hukum Islam
sebagai doktrin asas, penelitian hukum Islam normatif dan penelitian hukum Islam sebagai gejala
sosial (yang disebut sebagai studi hukum Islam sosiologis). Atho” Mudzhar, “Studi Hukum Islam
dengan pendekatan Sosiologis,” dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar tanggal 15 September
1999, 15.

* Kerangka berpikir merupakan suatu pengorganisasian unsur informasi yang akan
digunakan dalam kegiatan penelitian. la dapat berupa kerangka teori (theoretical framework), atau,
sekurang-kurangnya, kerangka berpikir logis (logical framework). Lihat Cik Hasan Bisri, Pilar-
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Kombinasi kerangka berpikir yang bersifat theoretical framework dan logic
framework ini digunakan untuk mengurai data-data lapangan yang ditemukan,
baik yang tertulis maupun naratif, kemudian dikalisifikasi secara khusus untuk
memilih dan mengetahui keterkaitan antara data dengan masalah yang diteliti,
sehingga memudahkan langkah dalam analisis selanjutnya sesuai dengan teori-

teori yang akan digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan: Bab I,
pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian,
dan sitematika pembahasan. Bagian ini merupakan titik tolak atau acuan yang
digunakan sebagai kerangka penyusunan sekaligus pertanggungjawaban
penelitian yang akan dilakukan. Selain mencakup beberapa alasan untuk
melakukan penelitian, bagian ini juga menitikberatkan pada kerangka teoretis
dan metode penelitian yang akan digunakan dengan tujuan menjaga koherensi
dan konsistensi penulisan pada bab-bab selanjutnya.

Kemudian pada Bab Il, akan dipaparkan mengenai ketentuan tentang
usia perkawinan, yang meliputi: rukun dan syarat perkawinan, ketentuan usia
perkawinan dalam fikih, dan ketentuan usia perkawinan dalam hukum
perkawinan di Indonesia. Selanjutnya pada Bab Ill, berisi deskripsi Program

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yang meliputi: gambaran umum

pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 161
dan 168.
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BKKBN, ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan, serta tujuan dan
manfaat Program Pendewasaan Usia Perkawinan.

Pada Bab IV ini berisi tentang pandangan Tokoh Agama terhadap
Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yang akan dibagi menjadi dua
pokok bahasan, yaitu: analisis tentang batas usia perkawinan, dan magashid
syariah perkawinan. Akhirmya, penelitian ini bermuara pada Bab V yang
memuat penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas keseluruhan proses

penelitian yang telah dilaksanakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam
Program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah 20 tahun bagi perempuan dan
25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang
dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi
kehidupan berkeluarga.

BKKBN Yogyakarta sebagai perpanjangan tangan BKKBN pusat juga
mengupayakan untuk menyebarkan program ini PUP kepada masyarakat luas.
Praktiknya pihak BKKBN Yogyakarta membuat program dan menggandeng
beberapa institusi dan organisasi masyarakat seperti sekolah, kampus, KUA,
aisyiyah, IPPNU, dan lain sebagainya. Program-program tersebut berupa
penyuluhan dan pendampingan yang intens kepada masyarakat luas baik
keluarga maupun yang bersangkutan langsung, yaitu para remaja.

Masih adanya klausal dalam Undang-undang Perkawinan, bahwasanya
anak perempuan diperbolehkan kawin dengan usia 16 tahun menjadikan
praktek perkawinan usia dini legal secara hukum, meskipun diperlukan surat
izin dari orang tua. Selain itu faktor meanset orang tua yang salah tentang

perkawinan, norma budaya dan agama yang tidak melarang perkawinan

93
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sebelum usia 18 tahun menjadikan merembaknya praktek perkawinan usia dini.
Untuk itu perlu adanya campur tangan tokoh agama — sebagai seseorang yang
dipercaya dan dihormati di kalangan masyarakat — dalam mensosialisasikan
Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Para narasumber melihat dari kacamata maslahah, Program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan suatu keniscayaan yang
benar-benar perlu direalisasikan sampai pada taraf Undang-undang
Perkawinan. Karena jika dilihat dari magasid al-Syari’ah, menurut para
narasumber berkaitan erat dengan Aifz al-nasl, yang artinya merealisasikan
keluarga yang sejahtera. Kemudian hifz al-nafs, yang cenderung kepada
menjamin hak-hak dalam kesehatan (psikis dan badan) dan reproduksi yang
sesuai. Kemudian menjamin hak-hak pemuda-pemudi dalam semangat
mengakses ilmu pengetahuan pada masa mereka. Hal ini berkaitan dengan Aifz
al-‘agl. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan #4iz al-mal, untuk
mencegah bertmbahnya kesenjangan sosial yang disebabkan oleh

ketidaksiapan pernikahan di bawah umur.

. Saran

1. Bagi anak dan orang tua, sebaiknya dalam memahami hukum perkawinan
tidak cukup dengan hanya melihat dari sisi budaya dan agama saja,
melainkan dari sisi psikologis, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan perlu

diperhatikan.
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2. Bagi tokoh masyarat atau tokoh agama, sebaiknya lebih gencar mengadakan
sosialisasi terkait Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di setiap
kegiatan kemasyarakatan, agar perkawinan usia dini dapat diminimalisir.

3. Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sebaiknya dilakukan kajian
ulang terkait regulasi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin bagi pria dan wanita yang usianya
di bawah umur.

4. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya diadakan penelitian khusus terkait
upaya meminimalisir perkawinan usia dini, misalnya bagaimana cara yang
efektif dalam mensosialisasikan Program Pendewasaan Usia Perkawinan

(PUP) kepada masyarakat, dsb.
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No. Responden 01

Hari/tanggal
Nama : A. Norma Permata
Pekerjaan : Dosen

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA

1. Sebagai tokoh agama, bagaimana kehidupan beragama yang terjadi di tempat
ini? Serta keberagamaan apa saja yang dapat diselenggarakan?

2. Apakah anda mengetahui keadaan masyarakatnya berkenaan dengan Program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) yang sudah lama kita kenal? Seberapa jauh
anda mengetahui tentang PUP menurut pandangan hukum Islam?

3. Bagaimana pandangan anda terhadap PUP menurut hukum Islam yang
sebagian diikuti oleh warga dengan keadaan masyarakat yang anda ketahui?

4. Pernahkah anda memberikan pemahaman tentang PUP menurut hukum Islam
kepada masyarakat baik melalui pengajian atau penyuluhan?

5. Apakah anda mengetahui apa alasan warga masyarakat di tempat ini bagi yang
mengikuti/tidak mengikuti PUP? Dan apa alasan yang mendorong warga
tersebut mengikuti/tidak mengikuti perogram PUP?

6. Bagaimana peran anda dalam menyikapi warga masyarakat yang mengikuti
maupun yang tidak mengikuti program PUP? Dan apa fungsi dari adanya
pelaksanaan PUP?

7. Bagaimana pandangan magashid syari’ah mengenai Program Pendewasaan
Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN)?
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No. Responden 2

Hari/tanggal
Nama : Waryono
Pekerjaan : Dosen

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA

1. Sebagai tokoh agama, bagaimana kehidupan beragama yang terjadi di tempat
ini? Serta keberagamaan apa saja yang dapat diselenggarakan?

2. Apakah anda mengetahui keadaan masyarakatnya berkenaan dengan Program
Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) yang sudah lama kita kenal? Seberapa jauh
anda mengetahui tentang PUP menurut pandangan hukum Islam?

3. Bagaimana pandangan anda terhadap PUP menurut hukum Islam yang
sebagian diikuti oleh warga dengan keadaan masyarakat yang anda ketahui?

4. Pernahkah anda memberikan pemahaman tentang PUP menurut hukum Islam
kepada masyarakat baik melalui pengajian atau penyuluhan?

5. Apakah anda mengetahui apa alasan warga masyarakat di tempat ini bagi yang
mengikuti/tidak mengikuti PUP? Dan apa alasan yang mendorong warga
tersebut mengikuti/tidak mengikuti perogram PUP?

6. Bagaimana peran anda dalam menyikapi warga masyarakat yang mengikuti
maupun yang tidak mengikuti program PUP? Dan apa fungsi dari adanya
pelaksanaan PUP?

7. Bagaimana pandangan magashid syari’ah mengenai Program Pendewasaan
Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN)?



No. Responden 01

Hari/tanggal
Nama : A. Norma Permata
Pekerjaan : Dosen

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA

1. Sebagai tokoh agama, bagaimana kehidupan beragama yang terjadi di tempat
ini (kelurahan banguntapan kecamatan banguntapan)?

Jawaban: Kehidupan agama bercampur-campur banyak aliran bercampur baur
menjadi satu. Banguntapan termasuk daerah pinggiran, akan tetapi banyak
pendatang yang masuk ke banguntapan ini. Pendatang tersebut dengan
berbagai kepentingannya.

Serta keberagaman apa saja yang dapat diselenggarakan?

Jawaban: Masjid ada pengajian, pengajian rutin keliling yang diisi oleh orang
tua, kebanyakan para pemuda pengajiannya di masjid. Untuk organisasi di sini
rata-rata tidak memakai bendera. Akan tetapi paling banyak dari warga NU.

2. Apakah anda mengetahui keadaan masyarakatnya berkenaan dengan program
PUP BKKBN yang sudah lama kita kenal? Seberapa jauh anda mengetahui
tentang PUP menurut pandangan hukum Islam?

Jawaban: Saya tidak banyak tahu, tapi saya tahu ada berbagai dorongan dari
banyak kalangan, mengangkat tentang hal itu, menambah usia pernikahan
perempuan dari 16 menjadi lebih tinggi.

3. Bagaimana pandangan anda terhadap PUP menurut hukum Islam yang
sebagian diikuti oleh warga dengan keadaan masyarakat yang anda ketahui?
Jawaban: Kalau dari wilayah hukum Islam saya tidak bisa menjawab, saya
tidak berkompeten dalam hal itu, akan tetapi banyak faktor yang menjadikan
pertimbangan hal itu menjadi masuk akal. Seperti perkembangan zaman. Saya
sedang mengajukan proposal penelitian membantu teman-teman untuk meneliti
masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Nikah dini itu rata-rata tidak

kerja, karena putus sekolah. Kalau sudah tidak kerja mereka menjadi



pengangguran dan menambah jumlah orang miskin dan berpotensi menjadi
salah satu permasalahan sosial. Kebetulan di kawasan ini sebelah selatan jalan
banyak anak-anak kecil tidak tahu bapaknya siapa. Jadi menurut saya, kalau
pertimbanganya hukum Islam jadi banyak dalil yang bisa diajukan terkait
dengan usia. Akan tetapi kalau pertimbangannya non tekstual, dari
pertimbangan sosial, pertimbangan ekonomi, kemaslatahan secara umum,
memang sudah menjadi kebutuhan.

. Pernahkah anda memberikan pemahaman tentang PUP menurut hukum Islam
kepada masyarakat baik melalui pengajian atau penyuluhan?

Jawaban: Secara formal belum, akan tetapi selama ini saya termasuk
mendorong teman-teman untuk bergerak ke arah sana, terutama untuk
kaitannya dengan pembangunan masyarakat. Karena saya lebih banyak
bergerak di wilayah pembangunan kebijakan publik, kesejahteraan sosial,
pengentasan kemiskinan. Nah dalam aspek pengentasan kemiskinan ini adalah
penataan kehidupan rumah tangga. Soal keluarga berencana bukan hanya soal
kapan punya anak, akan tetapi juga perencanaan kehidupan kedepan.

. Apakah anda mengetahui apa alasan warga masyarakat di tempat ini bagi yang
mengikuti/tidak mengikuti PUP? Dan apa alasan yang mendorong warga
tersebut mengikuti/tidak mengikuti program PUP?

Jawaban: Setahu saya, di kawasan banguntapan secara umum, pernikahan dini
itu terjadi karena kecelakaan. Sebenarnya orang yang memilih untuk menikah
dini itu semakin jarang. Terutama ini kawasan perbatasan yang bisa dibilang
dari tingkat ekonominya pas-pasan. Mereka akan mikir dua-tiga kali untuk
memutuskan menikah. Meskipun aktivitas mereka tidak sekolah, akan tetapi
mereka mempunyai aktivitas bekerja di mall, di toko, itu masih banyak.
Kemudian beberapa kali terjadi kecelakaan yang memaksa mereka harus
segera menikah. Sebenarnya tidak ada alasan untuk segera menikah, meskipun
sudah tidak sekolah, bisa dikatakan dunia mereka adalah masih dunia bermain.
Usia mereka masih sekitar 17, 18, dan masih menjadi penjaga toko. Setahu
saya laporan tentang pernikahan dispensasi dari kemenag untuk menikah di

bawah usia itu karena hampir semuanya karena kecelakaan.



6. Bagaimana peran anda dalam menyikapi warga masyarakat yang mengikuti

maupun yang tidak mengikuti program PUP? Dan apa fungsi dari adanya
pelaksanaan PUP?
Jawaban: Sebenarnya ini bukan wilayah individu, karena ini adalah program
pembangunan, contohnya begini, apakah sekolah itu menentukan kesuksesan
hidup? Banyak dari individu-individu yang sukses tanpa sekolah. Akan tetapi
jumlah masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia sekolahnya banyak
akan berbeda dengan masyarakat yang jumlah orang sekolahnya lebih sedikit,
dan masyarakat yang jumlah orang sekolahnya lebih sedikit akan mundur. Jadi
ada bahasa individu ada bahasa komunal. Jadi kalau berhubungan dengan
individu-individu akan kita bantu apa yang mereka butuhkan sebagaimana
mestinya. Akan tetapi sebagai sebuah program pembangunan ini kita bicara
masyarakat secara umum, ini kita dorong dengan meningkatnya usia
pernikahan maka secara umum kesiapan untuk berkeluarga akan lebih bagus.

7. Bagaimana pandangan magashid syari’ah mengenai program PUP BKKBN?
Jawaban: Sangat pas kalau dilihat dengan konteks sekarang dalam semua
aspek. Terutama dalam aspek hifdzunnasl. Banyak cerita dari dosen-dosen
bidan, menangani anak yang ibunya masih usia 15 tahun, itu kasihan sekali.
Dimasyarakat secara umum dorongan untuk mengurangi usia tidak ada. Akan
tetapi jumlah pernikahan dini semakin banyak terjadi akibat kecelakaan-

kecelakaan yang semakin banyak.



No. Responden 2

Hari/tanggal
Nama : Waryono
Pekerjaan : Dosen

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA

1. Sebagai tokoh agama, bagaimana kehidupan beragama yang terjadi di tempat
ini (kelurahan banguntapan kecamatan banguntapan)?

Jawaban: Di kampung kancilanjaban. Kampungnya plural ada Islam, Kristen,
NU, MU, dana bangan.

Serta keberagaman apa saja yang dapat diselenggarakan?

Jawaban: Ada balai budaya, terdapat kegiatan-kegiatan agama-agama, relatif
tidak ada masalah. Cara bergaul mereka terbuka antara muslim dan non biasa.
Untuk kegiatan keagamaan ada di masjid-masjid masing-masing. Kalau di
PHBI NU rutin ada pengajian isra’ mi’raj, akhirsanah.

2. Apakah anda mengetahui keadaan masyarakatnya berkenaan dengan program
PUP BKKBN vyang sudah lama kita kenal? Seberapa jauh anda mengetahui
tentang PUP menurut pandangan hukum Islam?

Jawaban: Meskipun tidak jauh dari kecamatan dan kapubaten. Para pemuda
ada juga yang menikah secara dini. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda-
pemuda yang tidak melanjutkan kuliah. Kalau yang kuliah menikahnya
biasanya setelah lulus dan menjadi sarjana. Di kampung ini kelas pendatangnya
kelihatan, banyak dan megah. Untuk orang aslinya malahan kurang terdidik.
Kebanyakan juga orang-orang kampung malah menjual tanah mereka kepada
para pendatang. Isi ceramah saya kepada orang asli kampung sini, yang
menjadi pendatang hebat dan kuat itu ilmu. Karena dengan ilmu bisa membeli
tanah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mempunyai tanah tanpa berpendidikan
malah menjual semua tanah tersebut. Banyak warga bilang, pak Alhamdulillah
ini dapat wahyu, sawahnya payu. Wah, hebat tapi untuk apa? Untuk beli motor

untuk beli mobil.



3. Bagaimana pandangan anda terhadap PUP menurut hukum Islam yang
sebagian diikuti oleh warga dengan keadaan masyarakat yang anda ketahui?
Jawaban: Kalau usia pernikahan, menurut bahasa pak Yudian adalah figh
Indonesia. Misalnya figih Indonesia mensyaratkan usia pernikahan perempuan
adalah 18 tahun. Itu saya sangat setuju. Misalnya dikemudian hari, menurut
saya itu sudah cukup untuk usia pernikahan. Kalau misalnya BKKBN mau
meningkatkan itu juga perlu sosialisasi dulu, karena sekarang anak-anak secara
biologis lebih cepat dewasa. Tapi dari sisi mental dan sosialnya belum.

Jadi program BKKBN yang berkaitan dengan PUP itu sejalan dengan hukum
Islam?

Jawaban: lya kalau saya memang begitu. Jangan sampai sembilan tahun seperti
‘Aisyah.

Salah satu alasan pernikahan dini kan kesana dalilnya?

Jawaban: lya, untuk hal seperti itu memang harus di counter — dibantah.

4. Pernahkah anda memberikan pemahaman tentang PUP menurut hukum Islam
kepada masyarakat baik melalui pengajian atau penyuluhan?
Jawaban: Pernah.

5. Apakah anda mengetahui apa alasan warga masyarakat di tempat ini bagi yang
mengikuti/tidak mengikuti PUP? Dan apa alasan yang mendorong warga
tersebut mengikuti/tidak mengikuti program PUP?

Jawaban: Biasanya yang melakukan pernikahan dini di tempat saya yang saya
tahu agak kaget juga ya, ada KTD kelahiran di luar nikah seperti itu. Kalau
yang normal tidak, mereka menikah umur relatif normal. Itu adalah faktor yang
menyebabkan terjadinya pernikahan dini.

Berarti hampir sama seperti yang saya wawancara kemarin salah satu tokoh
muhammadiyyah di sekitar beliau juga banyak terjadi pernikahan dini yang
disebabkan oleh kecelakaan.

6. Bagaimana peran anda dalam menyikapi warga masyarakat yang mengikuti
maupun yang tidak mengikuti program PUP? Dan apa fungsi dari adanya

pelaksanaan PUP?



Jawaban: Kemarin saya memberi pembekalan memasuki ramadhan, di
kampung saya di masjid Alhamdulillah banyak yang datang ibu-ibu, anak-
anak, bapak-bapak, remaja. Dalam salah satu ciri orang mukallaf adalah baligh.
Kemudian saya tanya, ibu-ibu cirinya perempuan yang telah baligh itu apa?
Untuk laki-laki apa? Nah ketika sudah menstruasi sebagai orang tua harus
bagaimana? Salah taunya adalah sudah harus menutup aurat, yang kedua
adalah pergaulannya. Nanti kalau sudah pada masa usia menikah sesuai dengan
agama dan budaya, ya silahkan segera dinikahkan.

. Bagaimana pandangan maqashid syari’ah mengenai program PUP BKKBN?
Jawaban: Yang populer dengan maqashidusysyari’ahkan lima itu
yahifdzunnafs, hifdzuddin, hifdzunnasl. Menurut saya hifdzunnasl kan
bergandengan dengan hifdzunnafs juga. Artinya begini, ketika usia pernikahan
itu memang sudah dewasa, maka keturunan atau regenerasi Kita itu relatif
regenerasi yang sehat, sehingga mudah terpelihara kesehatannya, jiwanya. Jadi

saya sangat setuju dengan itu. Jadi sangat relevan dengan maqashidusysyari’ah.



No. Responden 03

Hari/tanggal
Nama : Waryono
Pekerjaan : Dosen

1.

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA

Sebagai tokoh agama, bagaimana kehidupan beragama yang terjadi di tempat

ini (Wedomartani, Ngemplak, Sleman)?

2.

Jawaban: masyarakat di sini rata-rata muslim, akan tetapi ada juga yang
beragama lain. Kehidupan beragama di sini ya seperti pada umumnya,
berinteraksi dengan para tetangga yang beragama lain dengan wajar-wajar saja.
Toleransi dikedepankan untuk membentuk kondisi lingkungan masyarakat
yang kondusif dan tenang.

Apakah anda mengetahui keadaan masyarakatnya berkenaan dengan program

PUP BKKBN yang sudah lama kita kenal? Seberapa jauh anda mengetahui

tentang PUP menurut pandangan hukum Islam?

Jawaban: iya saya sedikit banyak mengetahui program PUP dari BKKBN.
Yang menyarankan pernikahan di atas umur 20 tahun itu kan. Kalau ditanya
kondisi masyarak tentang usia pernikahan, di sekitar sini bermacam-macam.
Ada yang menikah pada umur yang wajar, dan ada yang menikah pada umur
muda. Sebab menuju ke jenjang pernikahan pun berbeda-beda, ada yang
memang sudah waktunya dan sudah mendapat pasangan, ada yang menikah
cepat karena faktor ekonomi, ada juga yang karena kecelakaan. Melihat
feomena ini berarti sebagian warga menikah sesuai umur yang sekarang
dianjurkan oleh pemerintah, dan sebagian masih di bawah umur karena faktor-
faktor yang melatarbelakangi diantaranya vyaitu tadi dikarenakan faktor
kemiskinan dan faktor kecelakaan. Hal ini menurut saya terjadi di semua
daerah, hanya saja kadarnya yang menjadi pembeda. Akan tetapi menurut

saya, pernikahan karena faktor ekonomi yang kurang ini bukan solusi yang



tepat, bisa saja malah menjadi bumerang menambah keadaan miskin. Kecuali
memang orang tua sudah yakin betul anaknya setelah menikah kehidupannya
menjadi lebih baik dalam semua hal, yang paling penting adalah dalam hal
beribadah kepada Allah swt. mungkin mendapatkan menantu yang sholih yang
dapat membimbing anaknya.

3. Bagaimana pandangan anda terhadap PUP menurut hukum Islam yang sebagian

diikuti oleh warga dengan keadaan masyarakat yang anda ketahui?
Jawaban: Tentang PUP ya. Begini, pemerintah dalam mengambil kebijakan
yang akan diaplikasikan kepada masyarakat pasti sudah melakukan semacam
penelitian di masyarakat. Kebijakan yang keluarkan adalah kebijakan yang
populer. Hal ini berarti kebijakan tersebut sesuai dengan data dan fakta
lapangan. Kalau di dalam islam sendiri untuk dewasa kan dikenal dengan
istilah baligh. Orang kalau sudah sampai pada masa baligh, dia disebut
mukallaf. Berarti dia sudah terbebani syariat, wajib melaksanakan ibadah
mahdhah dan meinggalkan semua hal yang dilarang. Akan tetapi kalau
membincang soal remaja yang melakukan pernikahan, memerlukan
pertimbangan yang mendalam juga. Tidak hanya urusan akad, setelah itu
selesai perkara. Yang penting menurut saya malahan anak pada umur 16-20
tahun ini adalah masa-masa menuntut ilmu. Seandainya mereka menikah di
umur itu, maka realitas yang terjadi adalah mereka tidak lagi menuntut ilmu.
Padahal kalau direnunngkan, pada tahapan kecil sampai anak sampai pada
masa dewasa adalah gencar-gencarnya dalam menuntut ilmu. llmu kalau dasar
agama dan keilmuwan mereka kuat, ini akan menjadi dasar juga dalam mereka
berumah tangga. Hak mereka yang lebih wajib malah tidak terpenuhi
seumpamanya mereka menikah terlebih dahulu yaitu menuntut ilmu. Benar,
menuntut ilmu semenjak dari lahir hingga ajal, akan tetapi realita yang ada
mereka teralihkan fokusnya untuk mengurusi rumah tangga. Untuk mengurusi
rumah tangga tanpa punya modal pengetahuan dalam rumah tangga pun akan
menjadi problematika tersendiri. Lha untuk kewajiban diri sendiri belum

sepenuhnya tahu kok sudah fokus ke wilayah yang lain, kan kasihan juga.



untuk itu hak mereka memperoleh pendidikan dan menuntut ilmu harus mereka
dapatkan terlebih dahulu.

Kemudian ijtihad dalam menentukan hukum kan ada beberapa faktor yang
perlu diperhatikan sebagai pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut
diantaranya adalah tempat, waktu, situasi, dan pelaku. Tuntutan zaman, dan
kondisi pada masyrakata terdahulu pastinya berbeda dengan masyarakat
sekarang. Pernikahan pemudi yang ada disekitar kita sekarang misalnya, kasus
perceraian yang terjadi besar pada pernikahan ini. seumpama mereka
mempunyai anak, kan kasihan juga pada anaknya. Hal ini tidak menjadi
masalah kalau si ayah mengerti kewajibannya kepada anak setelah cerai. Pada
kenyataannya banyak ayah yang tidak tahu kewajiban mereka, sampai pada
setelah cerai, korbannya adalah anak. Kemudian iya kalau anak pasca cerai ini
mendapat pendidikan agama yang baik, kalau tidak kan juga akan mengulangi
kejadian yang sama dengan orang tua mereka. Dan ini akan menambah daftar
panjang kesenjangan sosial. Menurut saya edukasi terhadap para remaja ini
sangat penting perihal pernikahan ini, yang hingga sekarang belum maksimal.
Hanya dikalangan pesantren saja yang memberikan bekal cukup tentang hal
ini. di pesantren sekarang saya kira juga sangat jarang ditemukan pernikahan di
bawah umur 20 tahun. Kebanyakan mereka nyantri sambil sekolah, kemudian
kuliah, baru melangsungkan pernikahan. Kemudian pernikahan yang terjadi
karena kecelakaan, hendaknya dari kecil sudah diajarkan tentang etika dan
ilmu agama. Ini akan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kalau memang
keluarga sudah tidak sanggup untuk mendidik anaknya, mbo ya diserahkan
kepada institusi yang mempunyai kredibilitas dalam mendidik, seperti
dipesantren. Saya kira dipesantren untuk biaya saangat terjanngkau, para santri
mendapat edukasi dan pengawasan selama 24 jam. Kalau memang benar-benar
tidak mampu untuk membiayai di pesantren, juga banyak jalan keluar, banyak
donatur yang mau membantu biaya para santri. Hal yang paling penting
menurut saya ya masalah edukasi ini.

Sebenarnya kasihan kalau melihat pasangan yang belum matang menjalani

rumah tangga. Realita yang terjadi mereka belum bisa saling kerjasama,



musyawarah, saling menolong dan yang lainnya. Apakah mereka sudah bisa
tanggungjawab apa tidak? Lagi-lagi an mereka belum siap. Terus kemudian
katanya angka kematian ibu dan anak bagi ibu yang umurnya di bawah 20
tahun. Ini kan menjadi permasalahan lagi.

4. Pernahkah anda memberikan pemahaman tentang PUP menurut hukum Islam

kepada masyarakat baik melalui pengajian atau penyuluhan?
Jawaban: kalau secara langsung program PUP memang belum pernah, akan
tetapi secara tidak langsung dalam majelis-majelis pengajian, Kkita sudah
mendorong mereka dan orang tua untuk memperoleh ilmu pengetahuan dahulu
sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Karena semuanya akan menjadi baik
kalau ilmunya sudah didapat. Semuanya memakai ilmu. Orang dapat sukses di
dunia dan akhirat kan dengan ilmu to. Begitu juga dalam perkawinan, kalau
para pemuda dan pemudi sudah mendapatkan bekal keilmuan maka mereka
akan sukses menjalani proses rumah tangga. Edukasi seperti ini harusnya
menjadi tanggungjawab semua komponen, tidak hanya satu pihak saja yang
bertanggungjawab. Kalau semua sinergi, maka hasil yang baik akan didapat.

5. Apakah anda mengetahui apa alasan warga masyarakat di tempat ini bagi yang

mengikuti/tidak mengikuti PUP? Dan apa alasan yang mendorong warga tersebut

mengikuti/tidak mengikuti program PUP?
Jawaban: seperti yang telah saya katakan tadi di awal, alasannya macam-
macam. Bagi mereka yang sudah sesuai dengan PUP, rata-rata mereka
melanjutkan belajar terlebih dahulu, kemudian baru masuk dalam jenjang
pernikahan. Ada juga yang memang kebetulan ketemuu jodohnya setelah umur
20 tahun. Kemudian bagi yang menikah cepat ada beberapa alasan juga,
diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor dari pria yang setelah khitbah ingin
melangsungkan perkawinan, ada juga yang faktor kecelakaan. Adapun yang
faktor ekonomi, keluarga yang ekonominya di bawah standar ingin cepat-cepat
anaknya mentas, dan berkeluarga. Hal ini supaya beban ekonomi keluarga
terkurangi dengan mentasnya si anak gadis. Kemudian yang kedua kadang-
kadang setelan khitbah dari pihak laki-laki menginginkan segera



melangsungkan pernikahan. Yang terakhir adalah faktor kecelakaan, kasus ini
juga hampir ada di setiap tempat, saya kira tidak hanya di sini saja.
6. Bagaimana peran anda dalam menyikapi warga masyarakat yang mengikuti
maupun yang tidak mengikuti program PUP? Dan apa fungsi dari adanya
pelaksanaan PUP?
Jawaban: ya saya sepakat dengan keluarga yang sudah melakukan praktek
tersebut, tapi bagi keluarga yang sudah melakukan edukasi sebelum fase itu.
Artinya, para anak remaja mereka waktunya digunakan menuntut ilmu sebelum
mereka menuju ke jenjang pernikahan. Entah itu mereka bekerja dengan
menuntut ilmu, atau aktifitas apapun akan tetapi mereka tetap dalam koridor
mencari pengetahuan, terutama pengetahuan agama. Hal ini berlaku juga bagi
mereka yang di atas 20 tahun, kalau tidak mempunyai modal ke arah
perkawinan, pengetahuan tentang itu, tanggung jawab dalam berumah tangga,
ya hasilnya sama saja. Edukasi hal yang penting menurut saya.
Fungsi PUP sebenarnya kan dalam usaha menjamin terbentuknya keluarga
yang aman, tenteram, dan sejahtera. Selain itu kebijakan dari pemerintah yang
berupaya untuk menekan angka kelahiran. Tidak menghilangkan kelahiran
akan tetapi mengendalikan angka kelahiran. Kalau pertumbuhan penduduk
cepat dan signifikan, maka berbagai kesenjangan akan terjadi di masyarakat.
Dari kematian anak dan ibu yang meninggal ketika proses kelahiran,
banyaknya pengangguran, menambahnya jumlah kemiskinan, dan lain
sebagainya.
7. Bagaimana pandangan maqashid syari’ah mengenai program PUP BKKBN?
Jawaban: yang berkaitan erat sebenarnya kan tentang hifdzunnasl, yaitu menjaga
nasab demi kehormatan keluarga. Setelah mempunyai keturunan kan tidak
berhenti hak dan kewajiban orangtua, yang harus dilakukan kan memberikan
nama ketika lahir, mendidiknya, baru menikahkannya ketika sudah datang
masanya. Fase yang kedua ini biasanya yang tidak dilakukan dengan baik.
Kemudian yang kedua adalah hifdunnafs. Sering kita mendengar bayi dan ibu
yang melahirkan meninggal dunia ketika si ibu hamil di bawah umur 20 tahun.

Berarti adanya ketentuan PUP ini meminimalisir tingkat kematian ibu dan anak.



Menghilangkan sesuatu yang mempunyai potensi bahaya harus dilaksanakan.
Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hifdzul ‘aql juga, ingat ibu adalah
madrasah keluarga. Jika orang tua tidak mempunyai kapasitas yang mumpuni
dalam mendidik anak, maka yang menjadi korban adalah anaknya. Anak kurang
mendapat pendidikan yang layak, padahal hak anak adalah mendapatkan
pendidikan yang layak.
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